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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang
menggunakan berdasarkan teori dari George Edward III yang bernama
implementing public policy. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan
pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di kota Tanjungpinang
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi
implementor, dan struktur birokrasi organisasi pelaksana, Data yang digunakan
merupakan data verbal dari informasi responden tentang implementasi kebijakan
pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan
observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik pwrposive sampling. Analisa
data dalam penelitian ini menggunakan Interactive Model Analysis dari Miles dan
Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau
penarikan kesimpulan.1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sekolah dasar di Kota Tanjungpinang
secara umum belum terlaksana secara maksimal, ini dapat dilihat dari beberapa
antara lain Tingkat pengetahuan dan pemahaman guru tentang tujuan program
sertifikasi bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing guru
tersebut dalam mengimplementasikannya. 2). Kualitas Kompetensi Sumberdaya
guru sekolah dasar yang bersertifikat pendidik.di kota Tanjungpinang, untuk
mengimplementasikan program sertifikasi tergantung dari tingkat kemampuan guru
tersebut, dimana nilai kompetensi guru dipengaruhi fakior usia dan juga penguasaan
teknologi informasi. 3). Penempatan guru pada’ jenjang kelas yang sama dalam
jangka waktu yang lama, mengakibatkan penguasaan materi ajar guru terfokus pada
jenjang tertentu saja. sehingga guru pengetahun guru maksimal pada kelas tertentu.
Sedangkan pengasilan tambahan yang didapat oleh guru yang bersertifikat pendidik
belum dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana mengajar yang lebih baik, namum
sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru. 4). Masih lemahnya Tingkat
pengawasan terhadap guru-berseriifikat pendidik baik oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan kepala sekolah dalam hal mengimplentasikan tujuan utama
dari program sertifikasi sebagai upaya peningkatan nilai kompetensi guru.

Untuk itu, agar pemeritah melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap
pemahaman dan kesadaran guru terhadap pentingnya kompetensi yang lebih baik,
serta melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan untuk menambah
wasasan dan pengetahuan yang mengikuti perkembangan kemajuan saat ini agar
dapat peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi guru. Melakukan
kembali uji kompetensi dengan sisttm yang lebih efektif dan efisien untuk
mendapatkan data yang lebih valid tentang tingkat kompetensi guru di Kota
Tanjungpinang. Mengingatkan pengawasan dalam proses sertifikasi guru agar guru
yang lulus sertifikasi dapat dipertanggungjawabkan kompetensinya.

Kata Kunci : implementasi, kebijakan pemerintah, sertifikasi guru Sekolah
Dasar
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ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative study based on the theory that use
of the named George Edward III implementing public policy . The focus of this
research is the implementation of government policy on the certification of primary
school teachers in the city Tanjungpinang and the factors that influence it, namely
communication , resources , disposition implementor , and implementing
organizational bureaucratic structure , data used is the verbal data from respondents
information about the implementation of government policy on elementary school
teacher certification in Tanjungpinang .

The technique of collecting data using interviews , documentation and
observation . Selection of informants using purposive sampling technique . Analysis
of the data in this study using the Interactive Analysis model of Miles and
Huberman which includes the step of data reduction , data presentation and data
verification or withdrawal kesimpulan.l ) . The results showed that the
implementation of government policy on teacher certification at the elementary
school Tanjungpinang generally not been implemented to.its full potential , it can be
seen from some of the other teachers’ level of knowledge and understanding about
the purpose of the certification program varies according to the ability and
willingness of each of the teachers in implementing it . 2 ) . Quality Resource
Competency certified elementary school | teacher educator in the city of
Tanjungpinang , to implement a certification program depends on the teacher 's
ability level , where the value of teacher competence is also influenced by age and
mastery of information technology .3 .) . Placement of teachers at the same grade
level in the long term , lead to mastery of teaching materials teachers focused on a
certain level . so that the maximum teacher teacher knowledge on a particular class .
While additional pengasilan obtained by a certified teacher educators have not been
utilized to enhance better teaching tool , yet very helpful to improve the welfare of
teachers . 4 ) . The weak level of supervision of a certified teacher educator by the
central government ; local government and school principals in terms of
implementing- the main objectives of the certification program as an effort to
increase the value of teacher competence .

To that end , for the government to conduct a more intensive socialization to
the understanding and awareness of the importance of teachers to better competence
, as well as carry out technical guidance , education and training to increase
knowledge wasasan and keep abreast of current advances in order to improve the
quality of education through teacher certification program . Conduct competency
test again with a more effective and efficient to obtain more valid data on the level
of competence of teachers in Tanjungpinang . Reminds supervision in teacher
certification process for teachers who pass the certification can be accounted for
competence .

Keywords : implementation, government policy, elementary school teacher
certification
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, ” melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus
memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-
IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian),
memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang
memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar
mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai
tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan
perannya sebagai tokoh sentral dalam proses pembelajaran yang dapat

meningkatkan mutu pendidikan nasional.
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Kebijakan sertifikasi bagi guru merupakan salah satu upaya strategis
untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal,
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa
guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru
dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata. satu) atau D4
(diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang
diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dimulai sejak tahun
2007 mengacu pada Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi Guru dalam-Jabatan. Dan pada tahun 2012 mengalami
perubahan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan. Sedangkan
mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2013 tertuang dalam
petunjuk’ teknis yang mengatur tentang persyaratan, tahapan dan proses
seorang guru mendapatkan sertifikat.

Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi, dapat
mengikuti sertifikasi melalui:

1. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL),
2. Por_tofolio (PF),

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau
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4. Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Tabel. 1.1 Data Sertifikasi Guru PNS Di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang tahun 2007 s.d 2012

. Jumlah Guru Sudah Belum
No | Jenjang Sekolah PNS Sertifikasi Sertifikasi
T TTK 47 20 27
3. 15D 720 445 205
3. | SMP 370 248 122
4. |SMA 229 183 46
5. |SMK 209 128 81
6. | SLB 3 3 23
Jumlah 1626 1032 594

Sumber Data : Disdikpora Kota Tanjungpinang Tahun 2012

Dari data komposisi guru yang bersertifikat pendidik diatas terlihat
sejak tahuan 2007 sampai dengan tahun 2012 hanya tersisa 36 % guru yang
belum bersertifikat pendidik. Tujuan yang mendasar dari pelaksanaan
sertifikasi guru adalah meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran.~Namun berbagai kalangan dalam masyarakat
khususnya di Tanjungpinang menyoroti tentang implementasi pelaksanaan
sertifikasi . tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan terhadap
implementasi sertifikasi guru adalah hasil Uji Kompetensi Guru.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan
Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan (BPSDMPK-PMP) pada tahun 2012 melakukan pemetaan
kompetensi dengan melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG). Hal tersebut

dalam upaya penilaian kinerja terhadap pelaksanaan semua standar
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kompetensi, dan untuk Kota Tanjungpinang gambaran hasilnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2
Hasil Uji Kompentensi Guru Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang Tahun 2012
No Bidang Studi Uji / Jenjang Nilai Tertinggi
1. | GuruKelas / SD 42.75
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan / SD 38.55

Sumber : BPSDMPK-PMP Jakarta tahun 2012

Dari jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi terkesan mudah bagi

guru untuk mendapatkan sertifikat tersebut, namun, dari hasil Uji Kompetensi

diatas pada kenyataannya nilai yang diraih oléh guru tersebut dibawah angka

memadai untuk tingkat kompetensi yang baik. Berdasarkan hal tersebut diatas

maka penulis mencoba mengajukan studi yang berjudul “Implementasi

Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah Dasar ( Study kasus

di Kota Tanjungpinang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas tergambar kebijakan

pemerintah tetang sertifikasi guru dalam meningkatkan kompetensi dan

pengujian atas kompetensi tersebut, memperlihatkan hasil yang belum sesuai

denga apa yang diharapkan, maka penulis menyajikan rumusan masalah

sebagai berikut:

Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar di

kota Tanjungpinang?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini
adalah mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Dasar di

kota Tanjungpinang.

D. Manfaat Penelitian
Informasi yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan
bermanfaat baik secara teiritik maupun praktis.
1. Manfaat teoritik
Mengembangkan ilmu tentang teori dan konsep implementasi
kebijakan publik kususnya pada implementasi kebijakan pemerintah
kebijakan pemerintah yang kemudian dapat dijadikan sumbangan
pikiran untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat prakstis bagi pengambil kebijakan untuk dapat digunakan
sebagai | sumbangan pemikiran, khususnya untuk lembaga
penyelenggara sertifikasi antara lain Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan
LPTK.
b. Sebagai informasi tentang kondisi dan kopentensi guru di Pemerintah
Kota Tanjungpinang.
c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang
dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dalam mengambil

kebijakan tentang peningkatan kopentensi guru.
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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum
Kota Tanjungpinang yang merupakan ibukota Propinsi Kepulauan
Riau ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001
terletak di Pulau Bintan. Pada mulanya, Tanjungpinang merupakan kota
administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983
tanggal 18 Oktober 1983 yang secara administratif membawahi
Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat,
dan kemudian pada tahun 2001 sesuai dengan SK Mendagri Nomor 5
Tahun 2001 tanggal 21-Juni-2001, maka secara administratif Kota
Tanjungpinang dibagi ‘menjadi 4 kecamatan dan 18 kelurahan.
Kedekatannya secara geografis dengan Pulau Batam sebagai pusat
pertumbuhan baru di Kepulauan Riau dan Kota Singapura sebagai pusat
perdagangan dunia menjadikan Kota Tanjungpinang berada pada posisi
yang strategis.
2. Kondisi Pendidikan Di Kota Tanjungpinang
a. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tanjungpinang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 46

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Tanjungpinang yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah
64
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Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas

Pokok dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kera Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kota Tanjungpinang, adapun Struktur Organisasi Tata

Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Tahun

2013 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 46 Tabun 2012
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B. Hasil Penelitian
1. Penyajian Data Pendidikan
a. Data Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Berikut ini adalah data jumlah sekolah yang tersebar dikota

Tanjunapinang menurut jenjang dan sebaran perkecamatan.

: Tabel 4.1
Sekolah Dasar Menurut Kecamatan dan Status Sekolah Tahun 2012
No Kecamatan Stat'.]s Sekolph Jumlah
Negeri Swasta
1. | Tanjungpinang Timur 15 7 22
2. | Tanjungpinang Barat 13 4 17
3. | Tanjungpinang Kota 10 2 12
4. | Bukit Bestari 17 3 20
Jumlah 55 16 71

Sumber data :Dikbud Kota Tanjungpinang Tahun 2012

b. StrukturOrganisasi PanitiaPelaksana Sertifikasi Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang

Berikut daftar susunan Tim Pelaksana Sertifikasi berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota
Tanjungpinang nomor  0042.a/KPTS/DIKPORA/2012  tentang
Penatapan Tim Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2012 Kota

Tanjungpinang.
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Nama

Jabatan

Jabatan Dalam
Tim

Dr. H. Syafrial Evi Ms,
S. Sos

Dra. Lindawati

Salbiah, S.Pd

Bambang Kusnadi,

S.Kom

Agustian

Efrizal, S.Kom

Dalina, A.Md

Vera Oktaviana

Kepala Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Sekretaris Dinas
Pendidikan, Permnuda dan
Olahraga Kota
Tanjungpinang

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota
Tanjungpinang

Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Staf Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

Pengarah

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
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Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PANITIAPELAKSANA SERTIFIKASI DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Tanjungpinang

GRS LT AR
Fupyliar ol

1

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinang

KETUA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota L

Tanjungpinang
SEKRETARIS
Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinan
ANGGOTA

Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinang

ANGGOTA

Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinang

ANGGOTA

Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinang

ANGGOTA

Staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kota Tanjungpinang

ANGGOTA

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kota Tanjungpinang Tahun2013
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Tabel4.2
Hasil Uji Kompentensi Guru Sekolah Dasar Kota TanjungpinangTahun 2012

No Bidang Studi Uji / Jenjang Nilai Tertinggi
1. | Guru Kelas/ SD 42,75
2. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan / SD 38.55

2. Analisalmplementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kota Tanjungpinang

Dalam menganalisa Implementasi kebijakan sertifikasi guru di
Kota Tanjungpinang secara didasarkanpadaUndang-
Undangnomor14Tahun2005tentangGurudanDosen, Peraturan
PemerintahNomor19Tahun2005tentangStandarNasionalPendidikandanPer
mendiknasNomor18tahun2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam
Jabatan. Dalam hal ini guru/yang telah mempunyai sertifikat pendidik
dianggap mempunyai kompetensi yang baik dan dapat dikatakan guru
yang profesional.

Dan « dalam analisa ini akan melihét bagaimana kompetesi guru
yang lulus sertifikasi saat dilakukan uji kopetensi menunjukkan hasil yang
tidak memenuhi standar kelulusan sebagai guru professional.

Analisa tersebut menggunakan teori George C. Edward HI yang
mengemukan unsur-unsur yang harus diperhatikan dan dikaji dalam
implementasi kebijakan publik.Unsur-unsur tersebut adalah Komunikasi,

sumber daya, diposisi dan struktuer organisasi.
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a. Komunikasi

Proses komunikasi atau penyampaian pesan kepada guru
sebagai sasaran program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tanjungpinang selaku pelaksana kebijakan ialah
melalui sosialisasi. Sosialisasi terhadap kebijakan sertifikasi guru di
Kota Tanjungpinang berjalan lancar. Sosialisasi tersebut dilaksanakan
setiap tahun dengan mengundang peserta calon sertifikasi guru di svatu
tempat untuk menyampaikan informasi-informasi yang perlu diketahui
oleh guru baik dari segi proses tahapan dan yang lebih utama adalah
tujuan dari sertifikasi guru itu sendiri. Pemahaman guru tentang tujuan
sertifkasi guru berpengaruh pada. nilai kompetensi guru seperti
disampaikan olehGuru SDN No. 007 Tanjungpinang Barat, bahwa:

“ Programnya bagus salah satu untuk meningkatkan kinerja guru
sesuai dengan kemampuan guru, kemampuan profesional,
kemampuan kepribadian, kemampuan sosial dan kemampuan
pedagogik-jadi itu ada 4 kemampuan yang perlu dikuasai guru,
guru_yang mendapat sertifikasi ini keempat kemampuan ini

haruslah baik itulah diharapkan”(Wawancara,Selasa25 Maret
2014 Jam 10.00 WIB).

Hal senada juga diungkapkan oleh Guru SDN No. 004
Tanjungpinang Kota menuturkan bahwa:

“ Setahu saya, kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru
bertujuan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil
pendidikan nasional serta meningkatkan martabat guru namun
sebagian guru menganggap kebijakan pemerintah ini
memberatkan  guru, pada hal scbenarmnya tidak
demikian”(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014 Jam 13.15WIB)

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan

di Indonesia melalui sertifikasi guru belum terlaksana dengan baik
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faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman guru
tentang tujuan pelaksanaan sertifikasi guru, sebagaimana yang
diungkapkan oleh GuruSD 013 Tanjungpinang Barat mengatakan
bahwa:

“ Yang saya tahu dari tujuan sertifikasi guru adalah sebagai
penambah penghasilan guru karena beban tugasnya tapi
setelah dapat tunjangan ternyata beban tugas ditambah-tambah
contohnya perubahan kurikulum” (Wawancara Selasa 25
Maret 2014 jam14.30 wib).

Hal senada juga diungkapkan oleh Guru SDN 014 Bukit
Bestari, bahwa:

“ Sebenarnya kalo kita mau jujur, tujuan sertifikasi guru
hanyalah sebuah tahapan untuk memberikan tunjangan profesi
kepada guru karena kalo kita bandingkan gaji guru di
Indonesia dengan gaji'guru di negara tetangga guru Kkita jauh
dari kata sejahterah, kemudian dari segi kompetensi saya rasa
sama saja antara guru yang sudah sertifkasi dengan guru yang
belum sertifikasi bedanya hanya dari tunjangan profesi saja
dan kita bisa lihat realitanya di lapangan™ (Wawancara Selasa
25 Maret 2014 Jam 11.00 wib)

Lebih lanjut dikatakan oleh Guru SDN 014 Bukit Bestari,

bahwa:
“Saya yakin, tidak semua guru yang sudah sertifikasi

memahami tujuan sertifikasi guru seperti dalam Permendiknas

No. 10 Tahun 2009. Orientasi guru tentang sertifikasi guru

adalah penambahan penghasilan melalui suatu tahapan yang

telah ditetapkan pemerintah”(Wawancara Selasa 25 Maret

2014Jam 11.00 wib)

Pemahaman guru terhadap tujuan sertifikasi guru berpengaruh
pada nilai uji kompetensi guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh
Guru SDN No. 007 Tanjungpinang Barat, mengatakan bahwa:

“ Pak, guru-guru kita di Tanjungpinang umumnya sudah
memiliki 3 dari 4 kemampuan seorang guru yaitu kemampuan
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professional, kemampuan sosial dan kemampuan pendagogik
tapi kurang memiliki kemampuan kepribadian. Inti dari
sertifikasi guru menurut saya adalah membentuk pribadi guru
yang inovatif, kreatif dan berdaya guna agar tecipta guru yang
berkualitas atau profesional”’(Wawancara,Selasa 25 Maret
2014 Jam 10.00 WIB).

Lebih lanjut dikatakan oleh Guru SDN No. 007 Tanjungpinang
Barat, mengatakan bahwa:

“ Rendahnya nilai kompetensi guru yang sudah sertifikasi bukan
karena guru kita bodoh tapi karena kemampuan kepribadian
guru yang kurang memahami tujuan sertifikasi guru sehingga
guru kurang kreatif dalam melaksanakan
pembelajaran”(Wawancara,Selasa 25.Maret 2014Jam 10.00
WIB).

Hal tersebut dibenarkan oleh ‘Guru. SDN 014 Bukit Bestari,
mengatakan bahwa:

“ Semestinya guru yang. sudah sertifikasi sudah bisa
meninggalkan kebiasaan lama, seperti cara mengajar,
pembuatan prangkat pembelajaran dan administrasi guru
lainnya tapi realitanya kita masih mendownload dari internat
tentang prangkat pembelajaran yang belum tentau sesuai
dengan ( tingkat pememhamn dan kondisi anak didik
kita”(Wawancara Selasa 25 Maret 2014Jam 11.00 wib)

Lebih’ lanjut dikatakan oleh Guru SDN 014 Bukit Bestari,
bahwa:

“Saya cari yang instan aja bang, tak ada waktu tuk
membuatnya, mana mau ngusrus anak dan suami. Lagian
itupun diperiksa ketika akan mengajukan kenaikan pangkat”.
(Wawancara Selasa 25 Maret 2014Jam 11.00 wib)

b. Sumber Daya
Sumber daya merupakan hal terpenting dalam proses

pembelajaran, guru yang professional diharapkan dapat menunjukkan

kualitasnya sesuai dengan kapasitasnya terlebih lagi guru yang telah
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memiliki sertifikat pendidik. Guru yang telah memiliki setifikat
pendidik dianggap guru yang professional dengan tingkat kompetensi
yang lebih dibanding guru yang belum memiliki sertifikat pendidik
namun demikian hal tersebut tidak seperti yang diharapkan
sebagaimana dikatakan oleh gurusekolah No. 007 Tanjungpinang
Barat yang mengatakan bahwa:

“ Hasil kompetensi itu kurang memuaskan karena banyak
kendala antara lain lamanya seorang guru mengajar di kelas
rendah sedangkan kompetensi guru itu bukan hanya untuk
kelas yang tertentu melainkan seluruhnya harus dikuasai,
sedangkan guru materi uji itu untuk kelas tinggi, jadi rata-rata
guru yang mengajar dikelas tinggi nialainya kompetensinya
agak lumayan dibanding yang dikelas rendah.”(Wawancara,
Selasa 25 Maret 2014Jam 10.00 WIB).

Lebih lanjut dikatakan oleh guru sekolah No. 007
Tanjungpinang Barat yang mengatakan bahwa:

“ Dan dengan-usia-usia untuk guru SD di Tanjungpinang rata-
rata 75 % sudah mendekati pensiun, dia juga tidak meguasai
IT itu_juga membuat lemahnya dalam uji kempetensi, dalam
sertifikasi kepribadian ok, kemampuan sosial ok, kemampuan
pendagogik ok untukmateri-materi pembelajaran, Cuma
profesinalisme apa itu artinya adalah kemampuran seorang
guru mrngikuti perkembangan sckarang ini, pembahruan-
pembaruan salah satunya IT, jadi ilmunyanya ilmu yang
dulu”.”’(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 10.00 WIB).

Hal tersebut dibenarkan oleh Guru SDN 014 Bukit Bestari,
bahwa:

“ Saya dah terbiasa di kelas dua, materi uji kelas enam bukan

tak ngerti tapi dah lupa belum lagi teori akademik atau

pengetahuan umum, dah tak nyambung”(Wawancara Selasa
25 Maret 2014 Jam 11.00 wib).

Senada dengan oleh GuruSD 013 Tanjungpinang Barat

mengatakan bahwa:
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“ Materi uji kompetensi umumnya meteri pelajaran kelas tinggi
sementara saya dah lama ngajar dikelas rendah, bukan tak bisa
jawab tapi dah lupa materi-materi tersebut ditambah lagi
pengetahuan umum, tambah pusing” (Wawancara Selasa 25
Maret 2014 jam 14.30 wib)

Pendapat lain diungkapkan oleh oleh Guru SDN No. 004
Tanjungpinang Kota menuturkan bahwa:

“ Sebenarnya yang sudah bersertifikasi itu harus bisa disemua
kelas, saya cukup pas berada di posisi kelas ini, kalau pun di
kelas yang lebih tinggi rasanya bisa juga” (Wawancara, Selasa
25 Maret 2014 Jam 13.15 WIB)

¢. Disposisi Implementor

Disposisiyangdiartikansebagai sikap, keinginan,
kecenderunganataukesepakatanpelaksanadalam mengimplementasiakan
kebijakan, merupakan adalah factorpenentu lain dalam implementasi
kebijakan.Namun di Kota-Tanjungpinang sebagai implementor, guru
yang telah sertifikasi ‘diharapkan dengan tunjangan profesi yang
diterima dapat meningkatkan kedisplinan dalam melaksanakan tugas,
kesejahteraan dan mutu pembelajaransebagaimana yang diungkapkan
oleh GuruSD 013 Tanjungpinang Barat mengatakan bahwa:

“ Alhamdulillah dengan adanya Sertifikasi guru penghasilan
kami bertambah jauh beda sebelum ada sertifikasi, kalo
masalah kedisipilinan kita tetap harus disiplin melaksanakan
tugas Karena  sudah menjadi  tanggung  jawab
moral”(Wawancara Selasa 25 Maret 2014jam 14.30 wib)

Hal senada juga diungkapkan oleh guru sekolah No. 007
Tanjungpinang Barat yang mengatakan bahwa:
“ Kalau saya ada beban moral masak saya yang bersertifikat

masih juga datang lambat itu motivasi bagi yag lain, kan kalau
ekonomi gak cukup kan galau iaya kan...sekarang ini sudah
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memadai akan ada perubahan memang belum begitu
signifikan”(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 10.00 WIB)

Peningkatan kesejahteraan guru dengan adanya kebijakan
pemerintah tentang serrtifikasi guru juga dibenarkan olehGuru SDN
014 Bukit Bestari, mengatakan bahwa:

“ Sekarang ni ya 50 : 50 lah kesejahteraan sudah terpenuhi
kompetensi juga sudah karena katakanlah kesejahteraan tapi
dengan adanya keterlambatan pembayaran sertifikasi juga
merupakan keluhan untuk meningkatkan kompetensi itu.
Keterlambatan pembayaran menjadi keluhan mengakibatkan
mutu juga jadi berkurang karena dia berkaitan, Saya harapkan
bagi pelaksana sertifikasi tetap mengacu kepada aturan yang
benar, contoh setelah dia sertifikasi penuhilah tuntutan karena
berkaitan dengan ekonomi tunjangan dia tadi dan guru yang
telah bersertifikat harus mengikufi aturan harus meningkatkan
kualitas untuk pencapaian professional itu, jadi dua ini saling
berhubungan, kadang sudbaik karena tunjangan seclalu macet
jadi mempengaruhi, jadi kalau dapat
sejalan”(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 11.00 WIB)

Meningkatnya _pengahasilan guru akan berdampak pada
peningkatan mutu. pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan
olehguru sekolah-No. 013 Tanjungpinang Barat yang mengatakan
bahwa:

“Kalu dulu guru sibuk dengan mencari tambahan sekarang
sudah mulai lebih fokus pada mengajar karna adanya
penghasilan cukup memadai”’(Wawancara,Selasa 25 Maret
2014 Jam 14.30 WIB)

Hal ini dibenarkan oleh GuruSD 013 Tanjungpinang Barat
mengatakan bahwa:

“ Guru sekarang lebihfokus pada megajar sesuai dengan RPP
tapi dalam uji kompetensi tapi soalnya banyak pada hal-hal
diluar itu kurikulum juga gitu banyak perubahan yang

membuat bidang pekerjaan guru kacau”(Wawancara Selasa 25
Maret 2014 jam 14.30 wib)
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Pendapat berbeda dari guru sekolah No. 007 Tanjungpinang
Barat yang mengatakan bahwa kecendrungan peningkatan penghasilan
mesti disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran.

“ Kalau mau dihitung semua pak kalau boleh jujur saya bilang
belum ada perubahan kompetensi guru yang sudah
bersertifikat, hanyasekelompok kecil yang berusaha
meningkatkan mutu pembelajaran tapi sangat kecil, kalau jujur
saya bilang tak ada namun penghasilan memang
meningkat”(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 10.00
WIB).

Penepatan guru dalam melaksanakan tugas-turut menentukan
nilai kompetensi guru, sebagaimana yang diungkapkan oleh guru
sekolah No. 013 Tanjungpinang Barat mengatakan bahwa:

“ Saya merasa penempatan saat ini kurang tepat, sebelum dapat
sertifikasi saya mengajar di kelas dua namun setelah sertifikasi
saya dipindahkan oleh kepala sekolah ke kelas enam, juju raja
pak, saya masih canggung mengajar di depan kelas mesti
banyak belajar “lagi agar dapat menguasai materi
pelajaran”(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 14.30 WIB)

Lebih Janjut dikatakan oleh guru sekolah No. 013
Tanjungpinang Barat mengatakan bahwa:

“ Mengajar dikelas tinggi perlu tenaga dan pikiran ekstra belum
tentu semua guru dapat melakukannya walaupun sudah
bersertifikasi”’(Wawancara,Selasa 25 Maret 2014Jam 14.30
WIB)

Pendapat berbeda diungkapkan oleh oleh GuruSD 014Bukit
Bestari mengatakan bahwa:

“ Karena SD itu guru kelas dia harus paham semua maksudnya

harus bisa di semua kelas tapi bagaimana saya ditempat kan

saja dari kepala sekolah”.(Wawancara Selasa 25 Maret 2014
jam 11.00 wib)
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d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang
mestididukung oleh efektifitas struktur organisasi birokrasi yang baik.
Koordinasi internal antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tanjungpinang, Kepala Sekolah maupun pengawas turut menentukan
nilai kompetensi guru yang sudah disertifikasi.

Mengenai rendahnya hasil Uji Kompetensi Sekretaris Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang menegaskan bahwa:

“Uji kompetensi tu dilakukan guru yang sudah sertififkasi itu
dilakukan uji kompetensi memang ‘saya akui uji kompetensi
itu dengan komputerisasi guru SD tu rata-rata tak, bisa mau
buka saja tak bisa, maksud saya jangan cuma itu yang diuji
tapi mungkin agak sedikit bukan lebih berat tapi itu hanya
menjawab pertanyaan karena pilihan, tapi saya mau buat
dalam bentuk seminar atau apa tapi yang melakukan orang
pusat mereka betol-betul diuji seperti mereka yang mau dari
kepala sekolah-harus'ada beberapa poin yang mereka punya
dan mereka  itu diberi bimbingan, memang waktu PLPG
mereka diber1 bimbingan tetapi belum dinilai ni kalau dari hasi
Uji kompetensi kemaren dengan hasilnya rendah tak lah
memuaskan menurut saya cari metode yang lain yang dapat
kitaujikan kepada mereka ini betul-betul kita menguji
kopetensi mereka karena mereka ini sudah Dberlebel
kompetensi keahlian, kalau mereka belum mengerti apa yang
harus mereka sampaikan pada siswa berarte sasaran kita belum
tercapai maksudnya betul-betul pengetahuannya yang
diuji”(Wawancara Selasa 7 Agustus 2013 Jam 14.00 wib)

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN
No. 007 Tanjungpinang Barat,mengatakan bahwa:
” Cuma tunjangan saja yang lebih namun dari kualitas belum

maksimal juga malah yang honorer lebih bagus, saya liat gitu
pak”. (Wawancara Rabu 19 Maret 2014jam12.30 wib)
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Kepala Sekolah SDN No. 007 Tanjungpinang Barat
mengatakan bahwa:

” Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat
kecemburuan bila ada guru yang bersertifikasi tapi lebih santai
metode pembelajaran yang digunakan juga masih model yang
lama juga karena kurangnya pengawasan dari Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang bukan
hanya administrasi guru tapi juga cara mengajar guru. Guru
kita juga sudah pada mau pensiun komputer sama sekali tak
bisa pas diuji bingung menggunakan komputer tak bisa
bagaimana mau menjawab” (Wawancara,Senin 13 Agustus
2013 Jam 14.30 wib)

Hal ini juga dikatakan oleh Guru/Kepala' Sekolah SD 009
Tanjungpinang Kota mengatakan bahwa:

“ Nampak-nampaknya gitu ya -yangdikatakan profesional itu
kan mereka memahami. semua itu kan, Cuma guru kita ini
suka bersahaja kalau sistem-itu sudah bagus, hanya cuma
setelah mendapatkan sertifikat itu dia tidak menerapkan
aplikasi disekolah-itu kurang, jadi peningkatan kualitas juga
relatif, makanya nilai kompetensinya rata-rata rendah,
penguasaan komputer itu juga pengaruh besar, ditambah lagi
materi uji- yang agak lebih umum”(Wawancara Selasa 7
Agustus 2013 jam 19.30 wib)

Pelaksanaan sertifikasi guru memerlukan pengawasan secara
birokrasi- terstruktur baik dari Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah,
Pengawas sekolah maupun dari masyarakat. Sebagaimana yang
disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tanjungpinang yang mengatakan bahwa:

“ Perubahan itu ada banyak hal juga yang meningkat tapi
pelaksanaan sertifikasi guru membutuhkan monitoring dan

evaluasi yang teratur supaya benar-benar mencapai tujuan
yang diharapkan”
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Lebih lanjut dikatakan bahwa Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang yang
mengatakan bahwa:

“ Pengawasan terhadap guru yang bersertifikasi dalam
melaksanakan tugas bukan hanya dilakukan oleh pengawas
sekolah tetapi juga oleh kepala sekolah sebagai atasan
langsung dari guru yang pengawasannya bukan hanya pada
segi administrasi tapi juga dalam implementasi dalam
melaksanakan pembelajaran di kelas”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang yang
mengatakan bahwa:

“ Perlu kita kaji kembali sistem birokrasi pelaksanaan sertifikasi
guru di kota Tanjungpinang, dimana letak kekurangan kita dan
apa solusi dari kekurangan tersebut”

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang bahwa:

“ Kalo kitajujur, rendahnya kompetensi guru yang sudah
sertifikasi-karena kurangnya pengawasan dan evaluasi dari
Dinas . Pendidikan dan Kebudayaan serta kepala sekolah
terhadap guru yang sudah bersertifikasi, seakan guru yang
sudah sertifikasi terbiarkan tanpa ada tindak lanjut”
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C. Pembahasan Hasil Penelitian
Sesuai dengan hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi
dan dokumentasi dalam hal ini penulis melakukan pembahasan terhadap apa
yang ditemukan pada peneilitian ini didasari oleh konsep Edward I1I sebagai
Berikut :

1. Komunikasi
Berdasarkan hasil pegumpulan data yang dilakukan, dapat
dikemukan bahwa proses komunikasi tentang implementasi program
sertifikasi di Kota Tanjungpinang khususnya pada tingkat sekolah dasar
telah terlaksana. Guru mendapatkan informasi yang jelas tetang sertifikasi
melalui sosialisasi baik dari pemerintah pusat maupun dinas pendidikan.
Hal ini dapat dilihat dari pemahaman guru bahwa sertifikasi bertujuan

meningkatkan kinerja.

Secara umum-dapat terlihat sebagaian guru sekolah dasar yang
telah bersertifikat pendidik di Kota Tanjungpinang telah memahami
tujran_dar program sertifikasi itu untuk meningkat kompetensi dan
sebagian juga ada yang melihat sertifikasi sebagai upaya peningkatan
penghasilan. Bagi guru yang memahami betul tujuan darisertifikasi
sebagai peningkatan kompetensi pasti akan meningkatkan kinerjanya
sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini terlihat pada
perubahan prilaku dan perubahan sistem pembelajaran guru yang

bersertifikat di sekolah dasar.
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Guru yang tidak memahami tujuan sertifikasi itu karenatingkat
pemahaman dan keseriusan guru dalam memahami tujuan sertifikasi
tersebut. Dengan demikian tergantung dari gurunya masing-masing untuk
berusaha memahami tujuan program pemerintah tersebut, dimana
informasi yang disampaikan maupun informasi yang tersedia cukup

memadai sebagai upaya penyampaian tujuan kepada guru.

2. Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting implementasi
kebijakan. Pada guru sekolah dasar Kota“ Tanjungpinang diberikan
pembekalan sebagai upaya peningkatankompetensi melalui Pendidikan
dan Latihan Profesi Guru (PLPG) juga guru mendapatkan latihan lainnya,
workshop dan bimtek dalam upaya peningkatan kinerja dan mutu
pendidik.

Pada sekolah-dasar di Koia Tanjungpinang guru cendrung fokus
pada kelas yang dipegangnya. Guru menempati kelas"’yang sama dengan
waktu_yang terlalu lama. Seharusnya guru menguasai semua materi
pembelajaran setiap kelas mengingat guru sekolah dasar adalah guru kelas
bukan guru mata pelajaran. Dan 75 % guru Sekolah dasar di Kota
Tanjungpinang mendekati masa pensiun.

Pada implementasi sertifikasi guru sekolah dasar di Kota
Tanjungpinangbahwa masih rendahnya rendahnya nilai kompetensi guru
sekolah dasar yang bersertifikat dipengaruhi oleh Sumberdaya guru yang

tidak menguasai seluruh materi pembelajaran seluruh kelas, kurangnya
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kemampuan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi yang
menjadi tuntutan saat ini.

Kualitas sumberdaya manusia khususnya guru sekolah dasar di
Kota Tanjungpinang terfokus pada bidang yang mereka tekuni saja. Hal
tersebut juga menjadi faktor penyebab rendahnya nilai kompetensi guru
yang bersertifikat dimana dalam uji kompetensi guru diuji materi yang
bersifat materi akademik sedangkan guru mrnguasai model pembelajaran

yang mereka tekuni sesuai dengan jenjang kelas yang ditanganinya.

3. Disposisi Implementor

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar di
Kota Tanjungpinang, dikarenakan guru sekolah dasar sebagai guru kelas
jadi dapat detempatkan-di setiap jenjang kelas. Di Kota Tanjungpinang
guru kelas cendrung-menempati kelas tertentu dengan waktu yang lama
karena guru (tersebut dianggap sesuai dengan kemampuannya untuk
menempati kelas tersebut.

Tingkat penghasilan guru sudah sangat memadai dengan adanya
tambahan tunjangan fungsional bagi guru yang bersertifikat terlihat pada
aktifits guru yang dulunya meluangkan waktu untuk mendapat penghasilan
tambahan dengan bekerja diluar jam mengajar.

Dengan demikian guru sekolah dasar di kota Tanjungpinang betah
pada posisi tempat kelas mereka mengajar sehingga cendrung tidak

berupaya menambah pengetahuan dan kemampuan untuk peningkatan
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sistem pembelajaran yang lebih tinggi. Kondisi tersebut mempengaruhi
nilai kompetensi yang guru yang rendah karena guru hanya menguasai
materi ajar yang terbatas.

Dengan peningkatan penghasilan guru yang bersertifikat
seharusnya dapat digunakan untuk memperbaharui perangkat
pembelajaran bagi guru yang bersangkutan, namun demikian peningkatan
penghasilan tersebut mampu meningkat kesejateraan guru sehingga guru
dapat lebih fokus pada pekerjaan tetapi tidak secara signifikan menambah

tingkat kompetensi guru.

4. Struktur Birckrasi

Kota Tanjungpinang _mempunyai Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan yang mengelola urusan kependidikan namun tidak terdapat
Unit Pelaksana Tugas (UPT) dibawahnya, dengan demikian sekolah
langsung berhubungan ke Dinas Pendidikan Kota yang jaraknya relatif
dekat. Rentang kendali yang relatif dekat dan mudah dijangkau meberikan
peluang bagi guru untuk melakukan koordinasi ha-hal yang berhubungan
dengan kependidikan.

Pada tingkat sekolah khususnya tingkat sekolah dasar, kepala
sekolah satu satunya pimpinan, tidak memiliki wakil dn tidak adanya
tenaga tata usaha yang definitif untuk membantu kepala sekolah untuk
melaksanakan urusan administrasi, kepustakaan dan lainnya. Dalam hal ini

guru diberdayakan untuk membantu kepala sekolah melaksanakan tugas-
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tugas lain tersebut. Dengan adanya tambahan tugas guru diluar tugas
mengajar mengakibatkan terbaginya waktu dan konsentrasi guru dalam
proses pembelajaran.

Melalui hasil wawancara implementasi sertifikasi guru dilihat
bahwa sebahagian guru yang bersertifikat pendidik belum secara maksimal
melakukan perubahan terhadap peningkatan metode pembelajaran yang
lebih baik seperti apa yang mereka dapatkan dalam pembekalan,
penguasaan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap peningkatan
mutu dan kualitas kompetensi.

Atas kecendrungan hal tersebut diatas guru belum maksimal
mengembangkan atau meningkat (pengetahuan, mutu dan metode
pembelajaran serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi.Fungsi
pengawasan yang berada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan dan kepala
sekolah tidak berjalan “maksimal dalam menjaga kestabilan dan

peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah
dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia. Kebijakan tersebut selanjutnya harus
diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang
paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian ini melalui wawancara dan observasi penulis
berkesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi
guru sekolah dasar di Kota Tanjungpinang sebagai berikut.

1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman guru tentang tujuan program
sertifikasi bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-
masing guru tersebut dalam mengimplementasikannya.

2. Kualitas Kompetensi Sumberdaya guru sekolah dasar yang bersertifikat
pendidik di kota Tanjungpinang, untuk mengimplementasikan program
sertifikasi tergantung dari tingkat kemampuan guru tersebut, dimana nilai
kompetensi guru dipengaruhi faktor usia dan juga penguasaan teknologi
informasi.

3. Penempatan guru pada jenjang kelas yang sama dalam jangka waktu yang
lama, mengakibatkan penguasaan materi ajar guru terfokus pada jenjang

tertentu saja. sehingga guru pengetahun guru maksimal pada kelas tertentu.
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Sedangkan pengasilan tambahan yang didapat oleh guru yang bersertifikat
pendidik belum dimanfaatkan untuk meningkatkan sarana mengajar yang
lebih baik, namum sangat membantu meningkatkan kesejahteraan guru.

4. Masih lemahnya Tingkat pengawasan terhadap guru bersertifikat pendidik
baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kepala sekolah dalam
hal mengimplentasikan tujuan utama dari program sertifikasi sebagai
upaya peningkatan nilai kompetensi guru.

Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi . guru di Kota

Tanjungpinang akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor

tersebut saling berhubungan satu sama lain.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dikemukakan
diatas, peneliti memberikan beberapa saran dalam proses implementasi
kebijakan sertifikasi guru di Kota Tanjungpinang sebagai berikut :
1. Saran Teoritis
a. Untuk referensi bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian
yang lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi
masih rendah tingkat kompetensi guru setelah lulus sertifikasi.
b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam lagi

mengenai efektifitas sertifikasi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
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2. Saran Praktis
Sesuai dengan tujuan utama program sertifikasi guru untuk
meningkatkan kompetensi dalam upaya menciptakan guru yang

profesional maka hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah antara lain:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap pemahaman dan
kesadaran guru terhadap pentingnya kompetensi yang lebih baik,
dalam peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi guru.

2. Peningkatan terhadap mutu tenaga pendidik dengan bimbingan teknis,
pendidikan dan pelatihan untuk menambah wasasan dan pengetahuan
yang mengikuti perkembangan kemajuan saat ini.

3. Melakukan kembali uji kompetensi dengan sistem yang lebih efektif
dan efisien untuk mendapatkan data yang lebih valid tentang tingkat
kompetensi guru di Kota Tanjungpinang.

4. Mengingatkan pengawasan dalam proses sertifikasi guru agar guru

yang lulus sertifikasi dapat dipertanggungjawabkan kompetensinya

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41891.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Andhi S (2012). Implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri di
Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Tesis Universitas Indonesia

Asmani, Jamal Ma'mur. (2011). Tips Sukses PLPG (Pendidikan dan Latihan
Profesi Guru). Yogyakarta: Diva Press

Badjuri, Abdulkahar dan T.Yuwono (2002). Kebijakan Publik, Konsep dan
Strategi, Semarang: Universitas Diponegoro

Dwi Kumiawan (2011). nplementasi kebijakan sertifikasi guru dalam rangka
meningkatkan profesionalitas guru di kota Yogyakarta”Jurnal Studi Ilmu
Pemerintahan

Farida Sarimaya (2008). Sertifikasi Guru. Bandung: Penerbit YRAMA WIDYA

Hasan S (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di SMA Negeri
lJatibarang dan SMA Negeri 1 Juntinyuat Kabupaten Indramayu. Tesis
Universitas Indonesia.

Howlett, Michael and M. Ramesh. (1995). Studying Public Policy, Policy
Cycle and Policy Subsystem. Canada. Widodo J Oxford University Press

Irawan P. (2007). Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk [Imu-Ilmu Sosial.
Jakarta: Penerbit Pakultas~llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia.

Islamy MI (1988). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta:
Penerbit Bina Aksara.

Mustopadidjaja, A.R. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation.

Moekijat (1995). Analisis Kebijaksanaan Publik. Bandung: Penerbit CV. Mandar
Maju.

Sabianus (2012). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sintang.
Tesis Universitas Terbuka.

Subarsono AG (2005). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi (1989). Metodologi Penelitian Survei.
Jakarta: LP3ES.

88

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41891.pdf

Siagian SP (1985). Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan Dan Strategi
Organisasi. Jakarta: Penerbit PT. Gunung Agung.

Tangkilis, Hesssel Nogis. (2003) AnalisaKebijakan Publik, (Penjelasan, Analisis
dan Transformasi). Yogyakarta: Pikiran Nagel. Balairung & Co.

Wiliam N. Dunn (2000) Pengantar Analisa Kebijakan Publik II. Y ogyakarta
Gadjah Mada University Press.

Wibawa S, Purbokusumo Y, Pramusinto A (1994). Evaluasi Kebijakan Publik,
Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Winarsih (2008). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi
Kasus di Kabupaten Semarang). Tesis Universitas Diponegoro.

Wahab SA (1991). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi” Ke Impelementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Wiliam N. Dunn (1988). Analisa Kebijaksanaan Publik. Y ogyakarta: Penerbit PT.
Hanindita.

Sumber Lain :

Republik Indonesia, UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas RI no 18 tahun 2007, tentang sertifikasi guru dalam jabatan

Buku I. Pedoman Penetapan Peserta Sertiftkasi Guru. Depdiknas. 2009.

Keputusan MendiknasNomor76/P/201 ltentang. Pembentukan Konsorsium
Sertifikasi Guru (KSG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

89

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41891.pdf

DATA RESPONDEN

Guru SD 007 Tanjungpinang Barat

Guru SD 004 Tanjungpinang Kota

Guru SDN 013 Tanjungpinang Barat

Guru SDN 014 Bukit Bestari

Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tanjungpinang Kota
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kota Tanjungpinang

7. Kepala Sekolah SDN 007 Tanjungpinang Barat

S WD

PEDOMAN WAWANCARA

A. Komunikasi

Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru

Pengetahuan tentang tujuan sertifikasi guru

Materi dalam sosialisasi sertifikasi guru

Tempat dan waktu sosialisasi sertifikasi guru
Kejelasan informasi dalam sosialisasi sertifikasi guru
Daya serap peserta sosialisasi sertifikasi guru
Kompetensi guru yang sudah sertifikasi

Sosialisasi Uji Kompetensi Guru

PN

B. Sumber daya
1. Kualitas Guru yang bersertifikasi
2. Tingkat Pendidikan guru
3. Fasilitas yang digunakan guru

C. Disposisi
1. Penempatan staf yang mempunyai suatu sikap
2. Penyebaran staf sesuai kebutuhan
3. Insentif Tim

D. Struktur Birokrasi
1. Struktur Organisasi Tim Pelaksanan Sertifikasi Guru Kota Tanjungpinang
2. Standar Operasional Prosedur tentang Tim Pelaksanan Sertifikasi Guru
3. Koordinasi antar badan implementor
4. Pengawasan impelementasi sertifikasi guru
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah
Dasar ( Study kasus di Kota Tanjungpinang)”

Identitas Responden
Responden : Guru SD 007 Tanjungpinang Barat
Tempat : SD 007 Tanjungpinang Barat

Hasil wawancara
1. A Apayang bapak ketahui tetang tujuan program sertifikasi guru
S Programnya bagus salah satu untuk meningkatkan kinerja guru sesuai
dengan kemampuan guru, kemampuan profesional, kemampuan
kepribadian, kemampuan sosial dan kemampuan pedagogik jadi itu ada
4 kemampuan yang perlu dikuasai guru, guru yang mendapat sertifikasi
ini keempat kemampuan ini haruslah baik itulah diharapkan.

2 A Bagaiman dengan rendahnya nilai atau tingkat kompetensi guru ?

S Rendahnya nilai kompetensi guru yang sudah sertifikasi bukan karena
guru kita bodoh tapi karena kemampuan kepribadian guru yang kurang
memahami tujuan sertifikasi guru sehingga guru kurang kreatif dalam
melaksanakan pembelajaran

3 A Jadi sebenarnya apa yang mempengaruhi tingkat kompetensi guru yang
bersertifikat itu masih rendah
S _Dan dengan usia-usia untuk guru SD di Tanjungpinang rata-rata 75 %

sudah mendekati pensiun, dia juga tidak meguasai IT itu juga membuat
lemahnya dalam' uji kempetensi, dalam sertifikasi kepribadian ok,
kemampuan sosial ok, kemampuan pendagogik ok untukmateri-materi
pembelajaran, Cuma profesinalisme apa itu artinya adalah kemampuan
seorang guru mrngikuti perkembangan sekarang ini, pembahruan-
pembaruan salah satunya IT, jadi ilmunyanya ilmu yang dulu

4 A Menurut bapak apakah ada perubahan antar guru yang telah bersertifikat
dengan yang belum ?

S Kalau saya ada beban moral masak saya yang bersertifikat masih juga
datang lambat itu motivasi bagi yag lain, kan kalau ekonomi gak cukup
kan galau iaya kan...sekarang ini sudah memadai akan ada perubahan
memang belum begitu signifikan
Kalau mau dihitung semua pak kalau boleh jujur saya bilang belum ada
perubahan kompetensi guru yang sudah bersertifikat, hanyasekelompok
kecil yang berusaha meningkatkan mutu pembelajaran tapi sangat kecil,
kalau jujur saya bilang tak ada namun penghasilan memang meningkat

5 A Bagaiamana dengan tingkat keberhasilan program sertifikasi ini pak ?
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Cuma tunjangan saja yang lebih namun dari kualitas belum maksimal
juga malah yang honorer lebih bagus, saya liat gitu pak

Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat kecemburuan bila ada
guru yang bersertifikasi tapi lebih santai metode pembelajaran yang
digunakan juga masih model yang lama juga karena kurangnya
pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tanjungpinang bukan hanya administrasi guru tapi juga cara mengajar
guru. Guru kita juga sudah pada mau pensiun komputer sama sekali tak
bisa pas diuji bingung menggunakan komputer tak bisa bagaimana mau
menjawab

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41891.pdf

LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah

Dasar ( Study kasus di Kota Tanjungpinang)”
- — - "

Identitas Responden
Responden : Guru SD 004 Tanjungpinang Kota
Tempat : SDN No. 004 Tanjungpinang Kota

Hasil wawancara
1. A Bagaimana yang bapak ketahui tentang program sertifikasi guru ?

S Setahu saya, kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru bertujuan
untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan nasional serta
meningkatkan martabat guru namun sebagian' guru menganggap
kebijakan pemerintah ini memberatkan guru, pada hal sebenarnya tidak
demikian. :

2 A Bagaimana dengan tingkat kompetensi'guru yang dinilai masih rendah
itu pak ?
S Sebenarnya yang sudah bersertifikasi itu harus bisa disemua kelas, saya
cukup pas berada di posisi kelas ini, kalau pun di kelas yang lebih tinggi
rasanya bisa juga.

3 A Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab guru yang sudah sertifikasi
memiliki kompetensi yang rendah?

S Rendahnya kompetensi guru yang sudah sertifkasi selain tidak
merealisasikan materi yang diterima di PLPG dikelas juga dikarenakan
para guru kurang mengetahui tujuan sebenarnya dari kebijakan
pemerintah teéntang sertifikasi guru, padahal sebenarnya tujuan
sertifikasi guru ini sangat bagus yaitu untuk meningkatkan kualitas
pendidikan di Indonesia selain itu, tidak ada tim khusus yang
mengawasi kinerja guru yang sudah sertifikasi.

4 A Hasil Uji Kompetensi bagi guru yang sudah sertifikasi menunjukkan
nilai yang tergolong renda, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab
terjadinya hal tersebut?

S Pelaksanaan uji kompentensi guru dilakukan untuk menilai hasil
sertifikasi, ternyata hasilnya banyak yang tidak berhasil, factor utama
adalah karena banyak guru tidak menguasai IT karena menjawab
langsung lewat komputer jadi yang tidak mengausai IT jadi hambatan.
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah
Dasar ( Study kasus di Kota Tanjungpinang)”

Identitas Responden

Responden : Guru SDN 013 Tanjungpinang Barat
Tempat :  SDN No. 013 Tanjungpinang Barat
Hasil wawancara

1. A Apa yang bapak ketahui tentang program setifikasi guru ?
S Yang saya tahu dari tujuan sertifikasi guru adalah sebagai penambah
penghasilan guru karena beban tugasnya tapi setelah dapat tunjangan
ternyata beban tugas ditambah-tambah contohnya perubahan kurikulum

2 A Menurut bapak apa yang menyebabkan rendah nilai kompetensi guru
yang bersertifikat pendidik ?

S Materi uji kompetensi umumnya meteri pelajaran kelas tinggi sementara
saya dah lama ngajar dikelas rendah; bukan tak bisa jawab tapi dah lupa
materi-materi tersebut ditambah lagi’ pengetahuan umum, tambah
pusing.

3 A Bagaimana dengan perubahan guru yang telah bersertifikat pendidik pak
S

Kalu dulu guru sibuk-dengan mencari tambahan sekarang sudah mulai
lebih fokus pada mengajar karna adanya penghasilan cukup memadai.

Mengajar dikelas tinggi perlu tenaga dan pikiran ekstra belum tentu
semua guru dapat melakvkannya walaupun sudah bersertifikasi
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah

Identitas Responden

Responden : Guru SDN 014 Bukit Bestari
Tempat : SDN No. 014 Bukit Bestari
Hasil wawancara

1. A Bagaiamana menurut bapak tentang program sertifikasi

S Sebenarnya kalo kita mau jujur, tujuan sertifikasi guru hanyalah sebuah
tahapan untuk memberikan tunjangan profesi kepada guru karena kalo
kita bandingkan gaji guru di Indonesia dengan gaji guru di negara
tetangga guru kita jauh dari kata scjahterah, kemudian dari segi
kompetensi saya rasa sama saja antara guru. yang sudah sertifkasi
dengan guru yang belum sertifikasi bedanya hanya dari tunjangan
profesi saja dan kita bisa lihat realitanya di lapangan.

Saya yakin, tidak semua guru yang sudah sertifikasi memahami tujuan
sertifikasi guru seperti dalam' Permendiknas No. 10 Tahun 2009.
Orientasi guru tentang sertifikasi guru adalah penambahan penghasilan
melalui suatu tahapan yang telah ditetapkan pemerintah

Semestinya guru yang -sudah sertifikasi sudah bisa meninggalkan
kebiasaan lama, <seperti cara mengajar, pembuatan prangkat
pembelajaran dan administrasi guru lainnya tapi realitanya kita masih
mendownload ‘dari-internat tentang prangkat pembelajaran yang belum
tentau sesuai dengan tingkat pememhamn dan kondisi anak didik kita

2 A Bagaimana dengan rendahnya nilai kompetensi guru yang sudah
bersertifikat pak?
S Saya dah terbiasa di kelas dua, materi uji kelas enam bukan tak ngerti
tapi dah lupa belum lagi teori akademik atau pengetahuan umum, dah
tak nyambung.

3 A Penempatan bapak apa sudah pada posisi yang tepat apa belum pak ?
S Karena SD itu guru kelas dia harus paham semua maksudnya harus bisa
di semua kelas tapi bagaimana saya ditempat kan saja dari kepala
sekolah
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah
Dasar (Study kasus di Kota Tanjungpinang)”

Identitas Responden

Responden : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Tanjungpinang Kota

Tempat : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tanjungpinang

Hasil wawancara

1. A Bagaimana menurut ibu rendah hasil uji kompetensi gur yang
bersertifikat pendidik ?

S Uji kompetensi tu dilakukan guru yang sudah sertififkasi itu dilakukan
uji kompetensi memang saya akui uji .kompetensi itu dengan
komputerisasi guru SD tu rata-rata tak, bisa mau buka saja tak bisa,
maksud saya jangan cuma itu yang diuji tapi mungkin agak sedikit
bukan lebih berat tapi itu hanya menjawab pertanyaan karena pilihan,
tapi saya mau buat dalam bentuk seminar atau apa tapi yang melakukan
orang pusat mereka betol-betul diuji seperti mereka yang mau dari
kepala sekolah harus ada beberapa poin yang mereka punya dan mereka
itu diberi bimbingan, memang waktu PLPG mereka diberi bimbingan
tetapi belum dinilai ni kalau dari hasi Uji kompetensi kemaren dengan |
hasilnya rendah tak lah memuaskan menurut saya cari metode yang lain
yang dapat kita ujikan kepada mereka ini betul-betul kita menguji
kopetensi mereka karena mereka ini sudah berlebel kompetensi
keahlian, kalau ‘mereka belum mengerti apa yang harus mereka
sampaikan pada siswa berarte sasaran kita belum tercapai maksudnya
betul-betul pengetahuannya yang diuji.

2 A Apasebenarnya yang menyebabkan permasalah itu buk
S Pengawasan terhadap guru yang bersertifikasi dalam melaksanakan
tugas bukan hanya dilakukan oleh pengawas sekolah tetapi juga oleh
kepala sekolah sebagai atasan langsung dari guru yang pengawasannya
bukan hanya pada segi administrasi tapi juga dalam implementasi dalam
melaksanakan pembelajaran di kelas.

3 A Menurut ibu, apakah guru yang sudah sertifikasi kompetensinya
meningkat? )

S Kalau mau dihitung semua pak kalau boleh jujur saya bilang belom tapi
ada perubahan kompetensi guru yang sudah bersertifikat, hanya
sekelompok kecil yang berusabah tapi sangat kecil, kalau jujur saya
bilang tak ada.
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah

Dasar ( Study kasus di Kota Tanjungpinang)”
. ___ - —— ———~————— —— ———

Identitas Responden
Responden : Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
. Kota Tanjungpinang
Tempat : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tanjungpinang

Hasil wawancara
1. A Menurut Pak Anthony, Bagaimana sosialisasi sertifikasi guru di kota
Tanjungpinang?

S Penyampaian informasi lancar, kegiatan ini merupakan program rutin
yang diadakan oleh pemerintah, maka informasi yang diberikan bersifat
lanjutan. Artinya para guru bisa mendapat informasi langsung dari
narasumber yang didatangkan dari Kementerian Pendidikan Nasional
dengan menggunakan dana APBD kota Tanjungpinang yang tertuang
dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang.

2 A Bagaiman harapan bapak, -tentang kebijakan pemerintah terkait
pelaksanaan sertifikasi garu?

S Harapan ke depan dengan berhasilnya program sertifikasi guru maka
kualitas pendidikan semakin naik, kinerja guru semakin bagus. Dengan
tunjangan itu diharapkan guru menjadi lebih baik karena kita tahu
banyak guru.dulu sebelum adanya program sertifikasi guru, menjadi
tukang ojek atau mencari kerja sampingan. Bagi saya pribadi, sebutan
guru-prosfesional itu benar-benar profesional. Guru itu singkatnya adalah
orang yang punya gagasan yang baik, kemudian banyak usaha dailam
menyajikan materi pembelajaran, memiliki rasa kasih sayang dan paling
utama adalah perilakunya. Kalau guru bisa mewujudkan semua itu maka
guru akan benar-benar profesional.
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LEMBAR HASIL WAWANCARA

“ Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sertifikasi Guru Sekolah

Dasar ( Study kasus di Kota Tanjungpinang)”
- —————————
Identitas Responden

Responden : Kepala Sekolah SDN 007 Tanjungpinang Barat
Tempat : Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tanjungpinang

Hasil wawancara
1. A Bagaimana penilaian terhadap kinerja guru yang bersertifikat pendidik
di sekolah ibu ?
S Cuma tunjangan saja yang lebih namun dari Kualitas-belum maksimal
juga malah yang honorer lebih bagus, saya liat gitu pak.

Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat kecemburuan bila ada
guru yang bersertifikasi tapi lebih santai metode pembelajaran yang
digunakan juga masih model 'yang Jama juga karena kurangnya
pengawasan dari Dinas <Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tanjungpinang bukan hanya administrasi guru tapi juga cara mengajar
guru. Guru kita juga sudah pada mau pensiun komputer sama sekali tak
bisa pas diuji bingung menggunakan komputer tak bisa bagaimana mau
menjawab
3 A Apakah tingkat keberhasilan program sertifikasi masih rendah pak ?

S Nampak-nampaknya gitu ya yang dikatakan profesional itu kan mereka
memahami _semua itu kan, Cuma guru kita ini suka bersahaja kalau
sistem itu sudah bagus, hanya cuma setelah mendapatkan sertifikat itu
dia tidak menerapkan aplikasi disekolah itu kurang, jadi peningkatan
kualitas. juga relatif, makanya nilai kompetensinya rata-rata rendah,
penguasaan komputer itu juga pengaruh besar, ditambah lagi materi uji
yang agak lebih umum
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